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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis sajikan dari hasil 

penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upaya polisi dalam penegakan 

hukum terhadap pelanggaran lalu lintas Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang 

No 22 Tahun 2009 di kota Yogyakarta memang belum dilakukan penindakan 

seperti penilangan, akan tetapi proses pensosialisasian ketentuan Pasal 107 

ayat (2) yang dilakukan pihak Kepolisian Lalu Lintas POLRESTA 

Yogyakarta dianggap telah menjalankan amanat undang-undang itu sendiri, 

penegakan pelanggaran pasal 107 ayat (2) masih sebatas peneguran kepada 

pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang 

hari. Kendala yang dihadapi polisi terhadap penegakan ketentuan ini ialah 

kesadaran pengendara terhadap hukum itu belum baik dan kebiasaan 

pengendara juga yang menjadi kendala terhadap penegakan ketentuan ini, 

pengendara masih mengangap tabu akan ketentuan pasal 107 ayat (2) ini. 

B. Saran 

Derdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dengan segala 

keterbatasan dan kerendahan hati ingin memberikan saran yang sekiranya 

dapat berguna bagi semua pihak. Sebaiknya aparat Kepolisian Lalu Lintas 
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bertindak lebih tegas terhadap penegakan pelanggaran lalu lintas khususnya 

Pasal 107 ayat (2), agar pengendara sepeda motor mau mematuhi peraturan 

yang berlaku dan penegakan hukum serta kepastian hukum terhadap 

masyarakat dapat terwujud. Penegakan terhadap ketentuan ini diharap 

menjadikan pengguna jalan semakin menyadari bahwa pentingnya sadar akan 

hukum. Sadarnya pengguna jalan terhadap hukum khususnya terhadap 

peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan 

mewujudkan tujan dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yaitu 

terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, 

tertib, lancar bagi masyarakat. 
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